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PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KEMENDAGRI

puji syukur senantiasa tiada lupa kami ucapkan dihadapan Allah

Subhanahu Wa Ta'ala sang penjaga alam semesta beserta segala
isinya, salam serta shalawat senantiasa kita dengungkan kepada junjungan
nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Pembangunan berkelanjutan (Development Goals) merupakan salah
satu isu hangat dalam perbincangan tingkat global di abad 21, utamanya
setelah hajatan penting Konferensi tingkat tinggi Rio de Janeiro (The Rio de
Janeiro Declaration on Environment & Development) tahun 1992. Salah
satu hasil penting dari konferensi ini adalah Agenda 21. Agenda 21 ini
merupakan kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang disepakati oleh
masyarakat Internasional, yang bertujuan untuk mencapai Development
Goals pada awal abad ke-21, meliputi: isu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu pilar penting dalam
Sustainable Development. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan
asset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam perencanaan pembangunan
jangka panjang nasional salah satu misi pembangunan sumber daya alam
dan lingkungan hidup adalah Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Misi
ini  dimaksudkan bahwa memperbaiki pengelolaan pelaksanaan
pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan.
Keseimbangan ini harus bisa diwujudkan yaitu antara pemanfaatan,
keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan
kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan. Cara yang
bisa ditempuh adalah melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara
penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya
konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan
lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan;
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memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan
pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
dasar pembangunan.

Permasalahan mendasar atas lingkungan adalah ancaman atas
kelestarian fungsi lingkungan dan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk
atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan
lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk itulah
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
dilakukan. Hakekat PPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk PPLH adalah pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup, yang meliputi: a) pencegahan; b) penanggulangan; dan «c)
pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup ini dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,
peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
dilaksanakan dengan berbagai intrumen. Salah satu bentuk instrumen
penting dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup adalah anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH) atau Green
Budgeting. Insrumen ini mewajibkan Pemerintah dan DPR Rl serta
Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk membiayai: a) kegiatan PPLH; dan 2) program
pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah juga wajib
mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang



memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja PPLH yang
baik. Di samping itu, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup
yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada,
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk
pemulihan lingkungan hidup.

Green Budgeting adalah konsep strategis dalam dalam tata kelola
pemerintahan. Isu strategisnya adalah berkisar pada pada beberapa
prtanyaan mendasar yaitu: 1) apakah urgensi ABLH dalam mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan di daerah (Local Sustainable Development
Goals)? ; 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan
lingkungan hidup di daerah? dan 3) Bagaimana konsep dan valuasi ABLH
yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah

Kehadiran buku ini dapat menjadi referensi untuk kita memulai
bertamasya menuju tata kelola pemerintahan yang berbasiskan green
budgeting dan sekaligus merenungkan atas pertanyaan di atas. Beberapa
ide dan gagasan yang ditawarkan penulis dalam buku ini bisa memberikan
khasanah pemikiran bagi dunia akademik, pemerintah maupun pemerhati
masalah lingkungan, antara lain: Pertama, Secara konseptual
pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan. ABLH memiliki arti sangat penting dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah dan 2) esensi
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Berdasarkan
pengertian tersebut maka manajemen urusan pemerintahan baik
menyangkut unsur: man. money, material, method dan machine maupun
fungsi manajemennya harus diorientasikan pada penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana liingkungan
hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan
harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan



kebahagiaan masyarakat. Kedua, Menyangkut pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan
perlindungan lingkungan hidup di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang
dijadikan obyek penelitian belum secara jelas dan tegas mengenai jumlah
dan/atau prosentase ABLH yang berbeda antara satu daerah dengan
daerah lain. Kondisi ini dikarenakan ketiadaan desain dan mekanisme yang
terstruktur yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada minim atau
kurangnya ABLH (belanja) yang dialokasikan guna PPLH. Ketiga,
menyangkut Konsep dan valuasi ABLH yang dapat dipergunakan oleh
pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan
berkelanjutan di daerah.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada saudara Dr.
Waluyo, SH, M.Si atas diterbitkannya karya Disertasi ini menjadi sebuah
buku. Diharapkan kehadiran buku ini bisa menjadi salah satu rujukan atau
pedoman terkait dengan kebijakan pengelolaan dan perlindungan
lingkungan berbasis otonomi daerah ditengah kompleksitas persoalan dan
isu lingkungan yang beragam. Dengan memperhatikan pemikiran dan
solusi yang ditawarkan dalam buku ini terkait kebijakan daerah dengan
segala kekurangan yang dihadapi, kemudian menaruh perhatian yang
lebih sedikit serius dan fokus terhadap isu dan persoalan lingkungan yang
selanjutnya ditransfromasikan ke dalam anggaran masing-masing daerah
maka perlahan namun pasti persoalan lingkungan di setiap daerah dapat
segera teratasi.

Buku ini memiliki kedalaman substantif yang diselaraskan dengan
kajian—kajian teori lingkungan masa kini, di mana perspektif lingkungan
secara teoritik dapat dipadupadankan dengan persoalan dan isu
lingkungan empiris yang tengah dihadapi oleh setiap daerah. Selain itu,
buku ini juga ditulis menggunakan bahasa yang mudah dan enak dibaca
sehingga diharapkan mampu melecutkan spirit para pemangku
kepentingan di daerah guna mengambil kebijakan perlindungan
lingkungan hidup pada masa mendatang. Sejalan dengan konsep
pembangunan berkelanjutan di mana aspek lingkungan perlu
mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari setiap pemangku kebijakan
di daerah, maka saya berharap gagasan atau sodoran yang disampaikan
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oleh saudara Dr. Waluyo SH, M.Si. melalui buku ini dapat memberikan
wawasan segar terkait bagaimana seharusnya pemerintah daerah
bertindak dan bekerja dengan anggaran daerah yang dimiliki.

Mengakhiri kata pengantar ini, maka saya yang sempat mengawal
penulisan dari awal sampai akhir sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang
sekaligus Penguiji Disertasi berharap agar gagasan dan ide-ide segar terkait
kebijakan daerah terkait dengan isu dan persoalan lingkungan hidup dapat
terus dikembangkan oleh saudara Dr. Waluyo, SH., M.Si. Selanjutnya bisa
berkontribusi keilmuan tidak hanya melalui spektrum keuangan daerah
namun juga spektrum kebijakan daerah yang lain.

Akhir kata, wallahul muwaffiq ila agqwamit-thariiq, wassamu’alaikum
warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 18-04-2020

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh S.H, M.H.

Ketua Program Doktor llmu Hukum Univ. Borobudur (2011-2014 dan
2014-2016), dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemendagri (2015-sekarang)
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PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNS

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Bismillahirahmanirrahim, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Selesainya KTT Bumi di Rio de Janeiro atau United Nations Conference
on Environment and Development (UNCED) tahun 1992 telah membawa
perubahan paradigma dalam pembangunan, dari pembangunan
konvensional menuju Pembangunan Berkelanjutan (sustainable
development). Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian
pembanguan bekelanjutan memiliki pilar ekologi/lingkungan hidup, pilar
sosial dan ekonomi.

Permasalahan mendasar atas lingkungan adalah ancaman atas
kelesetarian fungsi lingkungan dan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk
atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan kerusakan
lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk itulah
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
dilakukan. Hakekat PPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.
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Salah satu bentuk PPLH adalah pengendalian pencemaran dan/atau
kesrusakan lingkungan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup, yang meliputi: a) pencegahan; b) penanggulangan; dan «c)
pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup ini dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,
peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Guna pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
UUPPLH telah menetapkan beberapa instrumen, salah satu diantaranya
adalah anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH). Inti dari Insrumen ini
adalah: 1) kewajiban Pemerintah dan DPRRI serta Pemerintah Daerah dan
DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a) kegiatan PPLH; dan a) program pembangunan yang berwawasan
lingkungan hidup; 2) kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan
anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk
diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja PPLH yang baik; dan 3)
dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah
mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada, Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan
lingkungan hidup.

Secara konseptual, ABLH memiliki arti sangat penting dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu
ABLH urgen untuk diimplementasikan bagi setiap daerah. Hal ini
didasarkan pada: 1) Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menetapkan
hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
HAM. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara melalui Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengormati, melindungi dan
mewujudkan atau memenuhinya; dan 2) esensi pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI
sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Berdasarkan pengertian
tersebut maka manajemen urusan pemerintahan baik menyangkut unsur:
man. money, matrial, dan method maupun fungsi manajemennya harus



diorientasikan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, dimana liingkungan hidup merupakan salah satu
urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan.

Terkait dengan ABLH, saya secara pribadi menyambut baik kehadiran
buku ini karena didalamnya mengupas beberapa hal untuk direnungkan
terkait pertanyaan di atas. Beberapa ide dan gagasan yang ditawarkan
penulis dalam buku cukup ini bisa memberikan khasanah pemikiran bagi
dunia akademik, pemerintah maupun pemerhati masalah lingkungan,
antara lain: Pertama, Menyangkut pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan perlindungan
lingkungan hidup di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang dijadikan
obyek penelitian belum secara jelas dan tegas mengenai jumlah dan/atau
prosentase ABLH yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.
Kondisi ini dikarenakan ketiadaan desain dan mekanisme yang terstruktur
yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan
penganggaran, yang berdampak pada minim atau kurangnya ABLH
(belanja) yang dialokasikan guna PPLH. Atas kondisi ini, Penulis
menawarkan adanya desain dan mekanisme yang dijadikan acuan bagi
daerah dalam merencanakan program dan kegiatan guna perlindungan
dan pelestarian lingkungan hidup yang meliputi 4 (empat) elemen
fundamental ABLH, yaitu:, (1) pengintegrasian kepentingan lingkungan
dan pembangunan melalui keterpaduan kebijakan, perencanaan, dan
manajemen pada setiap tingkatan pemerintahan; (2) penyediaan
seperangkat aturan yang jelas dan perumusan kerangka hukum yang
efektif; (3) memastikan bahwa penggunaan instrumen ekonomi dan pasar
berikut insentif yang terpilih dapat efektif, sesuai dan sejalan dengan
kepentingan lingkungan hidup; dan (4) membangun sistem akuntansi
lingkungan dan ekonomi secara terpadu. Selanjutnya pada tingkat
perencanaan, supaya isu lingkungan dimasukkan menjadi
permasalahan/isu penting dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD
secara konsisten. Dengan demikan muncul rencana program/kegiatan
berhubungan dengan upaya PPLH. Kedua, menyangkut Konsep dan valuasi
ABLH yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu
mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan di daerah, Penulis
menawarkan: a) perlu penciptaan rencana program/kegiatan pelestarian



dan perlindungan lingkungan hidup yang dinyatakan dalam ukuran
keuangan berupa belanja atas program/kegiatan guna mewujudkan
pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang berbasis Otonomi
Daerah; dan b) merumuskan indikator-indikator yang diperlukan dalam
merumuskan kebijakan berikut pranata evaluasi atas kebijakan, program
dan kegiatan yang terukur dalam proses penganggaran. Indikator utama
dalam menentukan besaran anggaran adalah urusan bidang lingkungan
hidup yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan lingkungan vyang dihadapi di daerah, serta
diintegrasikan dengan sektor atau bidang urusan pemerintahan lain,
misalnya: Perhubungan, pertanian, ESDM, pekerjaan umum, pendidikan
dan sebagainya.

Kehadiran buku ini merupakan wujud integritas keilmuan yang cukup
tinggi. Sedikit catatatan yang perlu kami sampaikan bahwa dari aspek
keterwakilan wilayah masih perlu diperluas tidak hanya di wilayah jawa
tetapi juga di luar jawa yang mungkin problemnya berbeda, oleh karena
itu penjabaran lebih lanjut buku ini masih diperlukan. Namun demikian,
kekurangan tersebut tidak mengurangi subtansi dan nilai kehadirannya.
Oleh karena itu, kami segenap civitas akademika Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, memberikan apresiasi yang
mendalam dan berharap buku ini dapat menggugah semua dosen untuk
bersama membuat karya.

Buku ini memiliki kedalaman substantif yang diselaraskan dengan
kajian—kajian teori lingkungan masa kini, di mana perspektif lingkungan
secara teoritik dapat dipadupadankan dengan persoalan dan isu
lingkungan empiris yang tengah dihadapi oleh setiap daerah. Selain itu,
diharapkan mampu melecutkan spirit para pemangku kepentingan di
daerah guna mengambil kebijakan perlindungan lingkungan hidup pada
masa mendatang. Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan di
mana aspek lingkungan perlu mendapatkan porsi perhatian yang cukup
dari setiap pemangku kebijakan di daerah, maka saya berharap gagasan
atau sodoran yang disampaikan oleh saudara Dr. Waluyo SH, M.Si melalui
buku ini dapat memberikan wawasan segar terkait bagaimana seharusnya
pemerintah daerah maupun DPRD bertindak dan bekerja terkait anggaran
daerah yang dimiliki. Di samping itu, buku ini juga sangat bermanfaat bagi
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mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 khususnya yang mengambil mata kuliah
Hukum Lingkungan.

Mengakhiri kata pengantar ini, Saya yang sempat mengawal
penulisan dari awal sampai akhir sebagai Dosen Pembimbing (Promotor)
Disertasi ini, mengucapkan selamat atas diterbitkannya karya Disertasinya
menjadi sebuah buku. Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi salah satu
rujukan atau pedoman terkait dengan kebijakan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan berbasis otonomi daerah ditengah kompleksitas
persoalan dan isu lingkungan yang beragam.

Wassamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Surakarta, 18 Mei 2020

HZE}—QWH

Prof. Dr. | Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H, M.M.
(Dekan Fakultas Hukum UNS)
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PENGANTAR EDITOR

daerah dan kebijakan lingkungan sehingga munculah istilah

anggaran berbasis lingkungan. Solusi atas beragam isu dan
persoalan lingkungan hidup yang semakin dinamis dan kompleks tentunya
memerlukan pendekatan-pendekatan yang variatif dan multidoors, di
mana buku ini menyajikan pendekatan berbasis keuangan daerah. Kejelian
substansi buku ini di dalam mengambil sudut pandang keuangan daerah
guna me-ngatasi persoalan dan isu lingkungan kemudian diuraikan secara
runut bab per bab dalam buku ini, selain menggunakan pendekatan
perbandingan sebagai lesson learned, buku ini juga mengambil beberapa
pengalaman di daerah terkait konsep anggaran berbasis lingkungan.
Beberapa proble-matika terkait penerapan anggaran berbasis lingkungan
di Indonesia juga terjabarkan secara baik, kendatipun hanya beberapa
daerah, namun setidaknya cukup merepresentasikan kondisi daerah-
daerah yang lain.

Peluang menggunakan kebijakan anggaran berbasis lingkungan
ditujukan sebagai salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan
dan perlindungan lingkungan secara nasional, di mana tingkat kepedulian
para pemangku kepentingan di daerah kemudian ditantang untuk meng-
eksekusi konsep anggaran berbasis lingkungan. Bagi pemangku kebijakan
daerah, anggaran berbasis lingkungan adalah suatu seni memilih dan
memilah prioritas program daerah, mana program daerah yang akan
diberikan porsi yang lebih serta mana program daerah yang akan diping-
girkan. Jika konsep anggaran berbasis lingkungan hidup ini kemudian
dijadikan role model di setiap daerah, tentunya Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tidak perlu bersusah payah mendorong daerah
untuk memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dan perlindungan
lingkungan sekaligus mengubah cara pandang kebijakan selama ini dari
top-down menjadi bottom-up.

Akhirnya selamat menikmati buku ini.

B uku yang ada di tangan pembaca saat ini mempersoalkan anggaran

Editor
Dr. Sapto Hermawan, SH. MH
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PRAKATA PENULIS

Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku dengan

judul: Green Budgeting “Konsep Anggaran Keuangan Daerah
Berbasis Isu Lingkungan Hidup Menuju Local Sustainable Development
Goals”, bisa diterbitkan.

Anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH) atau lazim disebut juga
Green Budgeting merupakan salah satu dari intrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur
dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH). Inti dari ABLH adalah: 1) kewajiban
Pemerintah dan DPRRI serta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a) kegiatan
PPLH; dan a) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
2) kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana alokasi
khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah
yang memiliki kinerja PPLH yang baik; dan 3) dalam rangka pemulihan
kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran
dan/atau kerusakan pada, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Tujuan umum penulisan buku ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan
untuk pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang berlandaskan
otonomi daerah serta konsep valuasi anggaran berbasis lingkungan hidup
(green budgeting) yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah.
Penyusunan kerangka hukum difokuskan pada tiga masalah vyaitu:1)
Urgensi ABLH dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di daerah
(Local Sustainable Development Goals); 2) Pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan
perlindungan lingkungan hidup di daerah; dan 3) Konsep dan valuasi ABLH
yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah. Atas permasalahan
tersebut, selanjutnya dilakukan penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan lima pendekatan vyaitu perundang-undangan (statute

P uji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
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approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan

konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case study approach),

dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Buku ini
menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
dokumen serta teknik analisis data adalah menggunakan metode
penalaran baik metode penalaran (logika) induktif maupun juga deduktif.

Penulis sadar betul, bahwa penulisan buku ini tidak akan terlaksana
tanpa dorongan, bantuan dan masukan serta campur tangan dari berbagai
pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu kelancaran proses penulisan
hingga diterbitkannya buku ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Yang sangat saya hormati, Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., MH, selaku
Ketua Program Dorktor llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta yang sekaligus Promotor; dan Yang sangat
saya hormati, Prof. Dr. | Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH.,
MM, selaku Ko Promotor penulis yang sekaligus Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan sabar dan
penuh perhatian membimbing Penulis sehingga selesai menamatkan
Prograam PDIH di Fakultas Hukum UNS. Banyak pelajaran dan hikmah
yang Prof Ning dan Prof Ayu berikan kepada saya;

2. Yangsangat saya hormati, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., M.Hum
(Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri) di tengah padatnya kesibukan dan tugas sehari-hari
masih berkenan menjadi Dosen Mata Kuliah Penunjang dan sekaligus
penguji di setiap tahapan ujian Disertasi penulis;

3. Yang saya hormati, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, khususnya Bagian Hukum Administrasi
Negara atas matovasi dan dorongan serta sumbangan pemikiran yang
diberikan kepada Penulis dalam beberapa diskusi baik secara pribadi
maupun kelompok;

4. Yang saya hormati, Bapak/Ibu Peer Group Pusat Pengembangan dan
Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pusat Studi Demokrasi dan
Ketahanan Nasional (Pusdemtanas), Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret
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Surakarta yang telah memberikan doa, motivasi dan dorongan
kepada Penulis untuk menyelesaikan Disertasi hingga diterbitkannya
buku ini;

Yang sangat kami sayangi dan hormati terutama Ibunda (Almarhumah
Ibu Paniyem) meskipun sejak 13 Juni 2013 telah menghadap sang
Kholik, jasa dan pengorbananmu tetap kami kenang, Bapak (Parto
Wirejo) dan mertua kami (Bapak Gito Wiyono dan lbu Sudjiyem),
serta kakak dan adik-adik penulis atas dorongan dan do’anya.

Yang sangat kami kasihi dan sayangi terutama Isteri (Asih Widayati)
dan anak-anak (Fariz, Faisal, Ihsan, Safira, Putut, Novi, Fuad, Zaki,
Said, Zaenab, Yasir, dan In"am) engkau semua menjadi motivator dan
penyemangat dalam setiap aktivitasku;

Yang saya takdimi Guru Ngaji kami Romo Kyai H Ahmad Hudaya,
S.Ag., M.Ag., Ustadz Ahmad Ichsanudin (Al Hafidz) dan Ustadz Al
Muflihun (Al Hafidz), terima kasih atas ilmu dan hikmah yang
diberikan sehingga penulis mulai bisa tahu betapa luas cakrawala ilmu
dan kehidupan dunia ini;

Terkhusus sahabat saya Dr. Sapto Hermawan, SH., MH. yang telah
banyak membantu hingga terbitnya buku ini. Begitu juga teman-
teman yang tergabung dalam TKEK-B (Pak Sumardi, SE., M.Si, Pak Dr.
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penulis berharap semoga Buku ini dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi masukan dalam
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BAB 1
PENDAHULUAN

Isu lingkungan menjadi salah satu sasaran dalam Sustainable Deve-
lopment Goals (selanjutnya disingkat SDG’s) yang mendesak untuk
diselesaikan baik di Negara maju ataupun di Negara berkembang. Sejak
pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi
atau juga dapat dikatakan antroposentris, maka akan cenderung pada
usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan
hidup. Untuk memenuhi kepentingannya, seringkali manusia cenderung
melakukan “dosa-dosa” terhadap lingkungan hidup (environmental sins).

Dari pengalaman, ketika masih dalam era millenium development
goals (tujuan pembangunan millennium/selanjutnya disingkat MDG’s)
periode tahun 2005 sampai tahun 2015, Indonesia ternyata belum berhasil
mengatasi permasalahan lingkungan. Selain karena tujuan MDG’s yang
sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja tanpa ada
tujuan untuk mengatasi masalah ekologi dan lingkungan hidup, kondisi ini
diperparah dengan tantangan dan ancaman besar lingkungan di Indonesoa
meliputi polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Ketidakmampuan
pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan di beberapa titik
lokasi pulau Sumatera dan Kalimantan yang berujung pada bencana kabut
asap di penghujung tahun 2015 adalah salah satu problematika lingkungan
yang cukup menuai kecaman dunia internasiona. Selain berdampak pada



BAB 2
RELASI ANTARA KEBIJAKAN
ANGGARAN DAERAH, DAN TEORI

LINGKUNGAN HIDUP

A. KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH DAN ISU LINGKUNGAN
1. Anggaran Sektor Lingkungan Hidup Dalam Konteks Desentralisasi
Tujuan Bernegara yang mengamanatkan agar “Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me-
majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi dan keadilan sosial” sebagaimana tersemat dalam pem-
bukaan UUD NKRI 1945 menempatkan pemerintah sebagai aktor aktif
dalam pencapaiannya, salah satunya melalui beragam agenda-agenda
pembangunan di segala sektor. Kegiatan pembangunan dilaksanakan se-
ara berkesinambungan, guna menaikkan tingkat kesejahteraan mas-
yarakat antar generasi (sustainable development).
Menurut Todaro sebagaimana dikutip Dadang Sholihin , pembangunan
memiliki tujuan antara lain:
a. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik penda-
patannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kese-
hatan, pendidikan serta sektor-sektor vital lain.



BAB 3
URGENSI GREEN BUDGETING
DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI DAERAH
(LOCAL SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS)

Setiap pemerintahan di suatu negara sudah seyogyanya membu-
tuhkan pengelolaan anggaran (budget) untuk menjalankan roda pemerin-
tahannya. Hal ini dimaksudkan untuk sebuah mekanisme dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang diingikan, seperti mengalo-
kasikan sumber daya, mengevaluasi kinerja, mempertanggungjawabkan
sumber pendapatan kepada masyarakat, serta mengendalikan dan meng-
integrasikan beragam kegiatan pelayanan publik yang dilakukan dalam
birokrasi pemerintahan. Namun demikian, kajian mengenai anggaran
dalam sektor publik selama ini kerap dihubungkan dengan sasaran dalam
mencapai keberhasilan aspek ekonomi dan sosial. Kedua aspek tersebut
seringkali digunakan untuk tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat
sejahtera (welfare) dengan bertumpu pada indikator nilai pertumbuhan
ekonomi (economy growth) yang dicapai dalam suatu negara.



BAB 4
KEBIJAKAN GREEN BUDGETING

BERLANDASKAN OTONOMI
DAERAH

A. POTRET KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN UNTUK PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH DEWASA INI
Tidak perlu sekiranya dipertanyakan lagi bahwasanya esensi dari oto-

nomi daerah adalah kemandirian. Daerah mandiri mengatur dan me-

ngurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

Oleh sebab itu, otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-

daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang kepra-

karsaan dan kemandiriannya. Jika kebijakan otonomi daerah tidak diba-

rengi dengan peningkatan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat di

daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktik-praktik

kekuasaan yang menindas seperti yang dialami sistem lama yang ter-

sentralisasi, akan tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di

daerah dengan masyarakatnya.

Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan
kepada pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud
pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh



BAB 5
KONSEP DAN VALUASI GREEN
BUDGETING HIDUP DI DAERAH

A. TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN

HIDUP

Seperti yang telah dijelaskan oleh David Wilkinson, David Benson dan
Andrew Jordan bahwa penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup
(green budgeting) dapat mengadopsi proses penyusunan anggaran kon-
vensional/ekonomi. Oleh karena itu, sebelum masuk ke tahap konsep dan
valuasi anggaran berbasis lingkungan hidup akan Penulis akan jabarkan
dulu proses penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia.

RKA merupakan salah satu bagian besar dari siklus perencanaan dan
penganggaran kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Kelemahan dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pelestarian dan
perlindungan lingkungan hidup selama ini atau secara spesifik dalam
penyusunan RKA disebabkan oleh proses penyusunannya yang belum
tepat dan benar-benar mengikuti kaidah penganggaran. Hal tersebut
seringkali menyebabkan tidak terukurnya keluaran kegiatan serta tidak
tepatnya pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran tertentu



BAB 6
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Mendasarkan kepada hasil penelitian, penulis memberikan
kesimpulan bahwasanya,

1.

Substansi dari ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup terkait dengan instrumen anggaran berbasis ling-
kungan hidup (green budgeting) dalam kerangka mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan di daerah (Local Sustainable Development
Goals) memiliki empat arti penting. Pertama bahwa dengan adanya
instrumen anggaran berbasis lingkungan hidup (green budgeting)
maka secara langusn akan senantiasa menjaga kelestarian dan keber-
langsungan lingkungan hidup. Penulis secara teoritik melihat bahwa
pengidentifikasian permasalahan pada lingkungan hidup perlu dila-
kukan di setiap masing-masing daerah, yang selanjutnya permasa-
lahan tersebut disandingkan dengan siklus anggaran daerah untuk
menentukan kebijakan green budgeting mana yang tepat dilakukan.
Kedua, keberadaan instrumen anggaran berbasis lingkungan hidup
(green budgeting) berguna dalam mendorong transparansi penge-
lolaan APBN/APBD. Penulis memandang bahwa jika dihubungkan
dengan konsep green budgeting, maka keberadaan instrumen green
budgeting menuntut pemerintah lebih terbuka agar partisipasi
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olusi atas beragam isu dan persoalan lingkungan hidup yang semakin
dinamis dan kampleks tentunya memerlukan pendekatan-pendekatan
yang variatif dan multidoors, di mana buku ini menyajikan pendekatan

berbasis kewangan daerah. Kejelian substansi buku ini di dalam mengambil
sudut pandang keuangan daerah guna mengatasi persoalan danisu lingkungan
kemudian diuraikan secara runut bab per bab dalam buku ini, selain
menggunakan pendekatan perbandingan sebagai lesson fearned, buku ini juga
mengambil beberapa pengalaman di daerah terkait konsep anggaran berbasis
lingkungan. Beberapa problematika terkait penerapan anggaran berbasis
lingkungan di Indonesia juga terjabarkan secara baik, kendatipun hanya
beberapa daerah, namun setidaknya cukup merepresentasikan kondisi
daerah-daerahyang lain,

Peluang menggunakan kebijakan anggaran berbasis lingkungan
ditujukan sebagal salah satu instrumen mendukung kebijakan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan secara nasional, di mana tingkat kepedulian para
pemangku kepentingan di daerah kemudian ditantang untuk mengeksekusi
konsep anggaran berbasis lingkungan. Bagi pemangku kebijakan daerah,
anggaran berbasis lingkungan adalah suatu seni memilih dan memilah prioritas
program daerah, mana program daerah yang akan diberikan porsi yang lebih
serta mana program daerah yang akan dipinggirkan. Jika konsep anggaran
berbasis lingkungan hidup ini kemudian dijadikan role model di setiap daerah,
tentunya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak perlu bersusah
payah mendorong daerah untuk memberikan perhatian lebih dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan sekaligus mengubah cara pandang
kebijakan selama ini dari top-down menjadi bottom-up.
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